
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NO M ORi TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  mem perl an  car tugas, fungsi, se rta

m engoptim alkan k inerja  DPRD, m aka perlu  d ilakukan  

p e ru b ah an  te rh ad ap  B esaran  T unjangan  K esejah teraan  

DPRD sebagaim ana te rm u a t p ad a  P e ra tu ran  B upati 

Nomor 2 T ah u n  2019 ten tan g  P eru b ah an  Atas P era tu ran  

B upati K epulauan  Aru Nomor 41 T ahun  2017 ten tan g  

H ak K euangan dan  A dm inistratif P im pinan d a n  Anggota 

Dewan Perw akilan R akyat D aerah, sehingga perlu 

m enetapkan  P e ra tu ran  B upati ten tan g  P e ru b ah an  Atas 

Lam piran P e ra tu ran  B upati K epulauan Aru Nomor 2 

T ahun  2019 ten tan g  P eru b ah an  A tas P e ra tu ran  B upati 

K epulauan  Aru Nomor 41 T ahun  2017 ten ta n g  H ak 

K euangan d an  A dm inistratif P im pinan d an  Anggota 

Dewan Perw akilan R akyat D aerah;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 40 T ahun  2003 ten tan g

P em bentukan  Kabu paten  Seram  Bagian Timur, 

K abupaten  Seram  Bagian B ara t dan  K abupaten  

K epulauan  Aru di Provinsi M aluku (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2003 Nomor 155, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4350);

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR f TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa untuk memperlancar tugas, fungsi, serta

1.

mengoptimalkan kinerja DPRD, maka perlu dilakukan

perubahan terhadap Besaran Tunjangan Kesejahteraan
DPRD sebagaimana termuat pada Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350):



2. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 T ahun  2017 ten tan g  

H ak K euangan d an  A dm inistratif P im pinan d an  Anggota 

Dewan Perw akilan R akyat D aerah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2017 Nomor 106, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6057);

3. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  K epulauan Aru Nomor 19 

T ahun  2017 ten tan g  H ak K euangan d an  A dm inistratif 

P im pinan d an  Anggota Dewan Perw akilan Rakyat 

D aerah (Lem baran D aerah K abupaten  K epulauan  Aru 

T ahun  2017 Nomor 19, T am bahan  Lem baran D aerah 

K abupaten  K epulauan Aru Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPUALAUAN ARU NOMOR 

2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

P a s a l I

B eberapa k e te n tu an  dalam  P era tu ran  B upati K epulauan Aru Nomor 41 T ahun  

2017 ten tan g  ten tan g  H ak K euangan dan  A dm inistratif P im pinan dan  Anggota 

Dewan Perw akilan R akyat D aerah  (Berita D aerah  K abupaten  K epulauan Am  

T ahun  2017 Nomor 4), d iu b ah  sebagai b e r ik u t :

1. K eten tuan  Pasal 23 ay a t (5) d iubah , sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t : 

(5). K om pensasi/hono rarium  kelom pok p ak ar a ta u  tim ahli a la t

kelengkapan DPRD sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (4) d iberikan  

sebesar Rp. 2 .500 .000  (dua ju ta  lim a ra tu s  ribu  rupiah) per orang 

tiap  bu lan .

2. K eten tuan  Pasal 24 ayat (3) d iubah , sehingga berbunyi sebagai b e rik u t : 

(3). K om pensasi/honorarium  tenaga  ah li fraksi sebagaim ana d im aksud

p ad a  ayat (1) d iberikan  per orang tiap  b u lan  sebesar Rp. 2 .500.000 

(dua ju ta  lim a ra tu s  ribu  rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPUALAUAN ARU NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun
2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(S5). Kompensasi/honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang

tiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3). Kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan per orang tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000

(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Pasal II

K eten tuan  Lam piran P e ra tu ran  B upati K epulauan Aru Nomor 2 T ahun  2019 

ten tan g  P eru b ah an  Atas P e ra tu ran  B upati K epulauan Aru Nomor 41 T ahun  

2017 ten tan g  H ak K euangan d an  A dm inistratif P im pinan dan  Anggota Dewan 

Perw akilan R akyat D aerah d iu b ah  sehingga berbunyi sebagaim ana terlam pir 

dalam  P era tu ran  B upati ini.

Pasal III

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  

B upati ini dengan  p enem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten  

K epulauan  Aru.

D itetapkan  di Dobo 

pad a  tanggal \ 2  jaou'an 2CQ-'

JOHAN GONGA

D iundangkan  di Dobo 

pad a  tanggal 12 j^nuan u ti i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR....Jr.

Pasal II

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir
dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal III
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 14 Janvan 2021

1
BUPATI KEPULAUAN ARU,

&—
—

Inaa |“—-—
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 12 yanvan Zoz1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 1



Salinan  sesua i dengan aslinyaSalinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HU DAN HAM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR J TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 

ARU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO URAIAN JABATAN JUMLAH KET

K etua 15.000.000 Per T ahun 1 kali chek  u p  dalam  1 T ahun

C heck Up W akil K etua 12.500.000 Per T ahun 1 kali chek  u p  dalam  1 T ahun

1 Ja m in a n  K esehatan
Anggota 10.000.000 Per T ahun 1 kali chek  up  dalam  1 T ahun

K etua - - D ihitung  b e rd asa rk an  s ta n d a r  BPJS

BPJS W akil K etua - - D ih itung  b e rd asa rk an  s ta n d a r  BPJS

Anggota - - D ih itung  b e rd asa rk an  s ta n d a r  BPJS

K etua 2.100 .000 0,24% D ari U ang R epresentasi K etua DPRD

2 T un jangan  K ecelakaan
W akil K etua 1.680.000 0,24%

D ari U ang R epresentasi Wakil K etua 

DPRD

Anggota 1.575.000 0,24% Dari U ang R epresentasi Anggota DPRD

3 T un jangan  K em atian
K etua 2 .100 .000 0,3 % Dari U ang R epresentasi K etua DPRD

W akil K etua 1.680.000 0,3 % Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

ARU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAFTAR TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO URAIAN JABATAN JUMLAH KET
Ketua 15.000.000 Per Tahun | 1 kali chek up dalam 1 Tahun

Check Up Wakil Ketua 12.500.000 Per Tahun | 1 kali chek up dalam 1 Tahun

Anggota 10.000.000 Per Tahun | 1 kali chek up dalam 1 Tahun
1 | Jaminan Kesehatan

Ketua - - Dihitung berdasarkan standar BPJS
BPJS Wakil Ketua - - Dihitung berdasarkan standar BPJS

Anggota - - Dihitung berdasarkan standar BPJS
Ketua 2.100.000 | 0,24Y6 Dari Uang Representasi Ketua DPRD

, Dari Uang Representasi Wakil Ketua
2 | Tunjangan Kecelakaan

Wakil Ketua 1.680.000 1 0,24Y6 DPRD

Anggota 1.575.000 1 0,24Yo0 Dari Uang Representasi Anggota DPRD

Ketua 2.100.000 1 0,3 Yo Dari Uang Representasi Ketua DPRD
3 | Tunjangan Kematian

Wakil Ketua 1.680.000 1 0,3 Yo Dari Uang RepresentasiWakil Ketua DPRD

Ji



Anggota 1.575.000 0,3 % Dari U ang R epresentasi Anggota DPRD

4 T u n jan g an  T ranspo rtasi

K etua - - Mobil J a b a ta n

Wakil K etua - - Mobil J a b a ta n

Anggota 14.000.000 Per B ulan

5 T u n jan g an  P erum ahan

K etua - -

W akil K etua - -

Anggota 12.500.000 Per B ulan

6 T u n jan g an  B elanja R um ah  Tangga
K etua 45.000.000 Per B ulan

W akil K etua 40.000 .000 Per B ulan

/''B U P A T I KEPULAUAN ARU

4— -

JOHAN GONGA

BUPATI KEPULAUAN ARU—
JOHAN GONGA

Anggota 1.575.000 1 0,3 Yo Dari Uang Representasi Anggota DPRD

Ketua - - Mobil Jabatan

Tunjangan Transportasi Wakil Ketua - - Mobil Jabatan

Anggota 14.000.000 | Per Bulan

Ketua - -

Tunjangan Perumahan Wakil Ketua - -

Anggota 12.500.000 | Per Bulan

Tunjangan Belanja Rumah Tangga
Ketua 45.000.000 | Per Bulan

Wakil Ketua 40.000.000 | Per Bulan
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